TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B MAKALE by MAMBELA, ADLYANUS
 SKRIPSI 
 
 
 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA 
DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B MAKALE 
(Studi Kasus 2007-2010)  
 
 
OLEH 
ADLYANUS MAMBELA 
B 111 08 918 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2013
i 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA 
DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B MAKALE 
(Studi Kasus 2007-2010)  
 
 
OLEH: 
ADLYANUS MAMBELA 
B 111 08 918 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana 
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2013 
ii 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA 
DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B MAKALE 
(Studi Kasus 2007-2010)  
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
ADLYANUS MAMBELA 
B 111 08 918 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 
Dan Dinyatakan Diterima  
 
 
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
 
Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. 
NIP. 19641231 198811 1 001 
Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. 
NIP. 19790326 200812 2 002 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
  
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003 
 
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Menerangkan  bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama : ADLYANUS MAMBELA 
No. Pokok : B 111 08 918 
Bagian : HUKUM PIDANA 
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK 
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH 
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B 
MAKALE 
   (Studi Kasus 2007-2010) 
    
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.  
 
Makassar,    Mei 2013 
Pembimbing I 
 
 
P mbi  mbing II 
Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. 
NIP. 19641231 198811 1 001 
Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. 
NIP. 19790326 200812 2 002 
 
 
  
iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Menerangkan  bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama : ADLYANUS MAMBELA 
No. Pokok : B 111 08 918 
Bagian : HUKUM PIDANA 
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK 
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH 
NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS II/B 
MAKALE 
   (Studi Kasus 2007-2010) 
    
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.  
 
Makassar,   Juni  2013 
a.n Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP.  19630419 198903 1 003 
v 
ABSTRAK 
Adlyanus Mambela (B 111 08 918) Tinjauan kriminologis terhadap 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di 
rumah tahanan negara klas IIB Makale, Di bimbing Oleh  Prof. Dr. 
Aswanto, S.H., M.Si., DFM.dan Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah faktor yang 
mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan sesama 
narapidana di rumah tahanan Negara klas IIB Makale serta 
Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 
penganiayaan Narapidana di rumah tahanan Negara klas IIB makale. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: faktor-faktor yang 
mempengaruhi tahanan sehingga terjadinya tindak penganiayaan di 
rumah tahanan Negara klas IIB Makale yaitu kapasitas kamar narapidana 
yang tidak memadai sehingga menyebabkan terbatasnya ruang gerak dan 
akan berdampak pada tidak stabilnya emosi para Narapidana, masalah 
individu yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran 
Narapidana, tidak harmonisnya hubungan sosial antara Narapidana yang 
menyebabkan tidak terselesaikannya masalah dengan cara harmonis 
disamping itu untuk mencegah terjadinya penganiayaaan yang dilakukan 
oleh Narapidana yaitu kesatuan pengamanan melakukan pengawasan 
pada setiap kamar dan tempat-tempat Narapidana melakukan kegiatan 
selama 1x24 jam . Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum dan 
bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan 
ketertiban dalam rumah tahanan. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni Petugas 
rumah tahanan Negara klas IIB Makale diharapkan untuk menambah 
jumlah kamar Narapidana, melakukan bimbingan konseling kepada 
Narapidana, melakukan kegiatan perkenalan terhadap Narapidana baru 
dan Narapidana lama agar dalam melakukan kegiatan dalam rumah 
tahanan, mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis antar sesama 
Narapidana. Selain itu diharapkan adanya upaya pengawasan yang 
dilakukan oleh kesatuan pengamanan yang dibagi dalam 3 shift dapat 
ditambah menjadi 4 shift. penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada 
pukul 6 malam hingga pukul 7 pagi dapat dibagi menjadi pukul 6 malam 
sampai dengan pukul 12 malam dan pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi.   
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BAB   I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Berbagai terobosan menarik pada sisi kehidupan manusia telah 
mewarnai perjalanan bangsa ini, utamanya dalam segi pembentukan 
manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini tentunya disandarkan pada alur 
cerita sendi-sendi hukum yang kerapkali banyak disoroti oleh masyarakat. 
Seirama dengan kondisi yang sekarang berkembang, pemerintah 
lebih banyak melakukan manuver kebijaksanaan melalui political will guna 
mengembalikan kredibilitas kerja sehingga pada akhirnya diharapkan 
mampu menghasilkan suatu karya yang tidak lain mengembalikan citra 
kepemimpinan utamanya dalam sisi hukum. 
Masalah kejahatan pada hakekatnya, telah dimaknai sebagai suatu 
masalah yang urgen dan segera perlu dituntaskan, mengingat untuk 
menghapuskannya adalah suatu yang mustahil. Oleh karena itu 
Soekamto1 menuliskan : 
kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama 
sekali sulit dihilangkan serta sebagai gejala sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh setiap masyarakat dunia. 
  
Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam 
mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, antara lain berupa 
penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti 
                                                     
1
  Marini Mansyur. Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana 
(Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar). (Makassar: SKripsi. 2011), hlm. 2.  
2 
melakukan tindak pidana. Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan 
dilaksanakan di Lembaga Pemayarakatan dengan sistem 
pemasyarakatan melalaui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan 
kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan dengan sistem 
pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah 
Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap 
harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Rumah Tahanan 
Negara (Rutan) sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: 
“Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. 
 
Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan 
pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran 
Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas, yang menguraikan fungsi-
fungsi Rutan adalah: 
1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi 
tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan 
kesehatan tahanan; 
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi 
tahanan; 
3. Memberikan bimbingan tahanan.  
3 
Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi 
sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 
melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta 
mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktifnya 
dalam pembangunan.2 
Tujuan  penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan  adalah 
pembentukan  warga  binaan  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari 
kesalahan, memperbaiki  diri,  tidak mengulangi tindak  pidana,  kembali 
kemasyarakat, aktif  dalam  pembangunan, hidup wajar  sebagai  warga 
negara dan bertanggungjawab. 
Jadi pada hakikatnya Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, 
membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir 
dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. 
Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca 
tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Rutan. 
Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh 
undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang 
melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan 
kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang 
melakukan perbuatan ini. Bahkan penganiayaan ini dilakukan oleh 
                                                     
2
  Marini Mansyur. Loc. Cit. hlm. 12. 
4 
seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang 
menjalani sanksi pidananya  di dalam Rutan, dimana seharusnya di 
tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan 
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 
Di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur 
mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. 
Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan 
biasa, penganiyaan ringan, penganiyaan berencana, penganiyaan berat, 
penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang 
berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap 
penyerangan atau perkelahian. 
Sekitar Tahun 2007 di Rutan Kelas II/B Makale telah terjadi tindak 
penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Narapidana 
lainnya di Rutan tersebut. (Hasil wawancara Penulis dengan Yance 
Bongga salah satu petugas di Rutan Klas II/B Makale). 
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana akan 
menciderai proses hukum yang berlangsung bagi Narapidana tersebut 
dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. 
Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut 
terjadi walaupun sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian ingin mengkaji 
tentang tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana, 
5 
dengan mengangkat judul, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Rumah 
Tahanan Negara Klas II/B Makale. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas II/B Makale ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya  tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas II/B Kabupaten Makale ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh  Narapidana di 
Rumah Tahanan Negara Klas II/B Makale. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 
penganiayaan  yang dilakukan oleh narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas II/B Makale. 
 
 
 
 
6 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 
secara teoitis maupun praktikal. 
1. Kegunaan Teoritis: 
a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, 
khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan 
akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian 
lanjutan tinjauan kriminolgis terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh sesama narapidana di Rutan. 
2. Kegunaan Praktikal: 
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak petugas Rutan dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiyaan yang 
dilakukan oleh narapidana.  
b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 
kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 
terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Kriminologis 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. 
Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli 
antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah 
“antropologi criminal”.3 
Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu 
pengetahuan. Sehingga Kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang 
kejahatan.4 
Untuk member gambaran secara jelas tentang pengertian 
kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana, 
antara lain: 
Edwin H. Sutherland yang mengartikan kriminologi sebagai 
kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial.5 
                                                     
3
  A.S. Alam. Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi.  2010) hlm. 1. 
4
  I.S. Susanto. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 
Semarang. (Semarang. 1991), hlm. 1. 
5
  A.S. Alam. Op. Cit. hlm. 2. 
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Menurut W.A. Bonger6, “Krimonologi  adalah  ilmu  pengetahuan  
yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Paul  Moedigdo  Meoliono7  memberikan definisi kriminologi 
sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah 
manusia  menunjukkan  bahwa  kejahatan  merupakan  gejala  sosial. 
Karena kejahatan  merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya 
dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami 
eksistensi manusia. 
Sementara Wolffgang Savita  dan Jhonston8 dalam The  Sociology 
of Crime and Deliquency  memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : 
Kriminolgi  adalah  kumpulan  ilmu  pengetahuan  tentang  
kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat  sedangkan  
pengertian mengenai  gejala  kejahatan merupakan  ilmu yang 
mempelajari dan menganalisa  secara  ilmiah  keterangan-
keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. 
 
Adapun Menurut Michael dan Adler9 (Topo Santoso, 2003:12), 
bahwa definisi kriminologi adalah : 
Keseluruhan  keterangan  mengenai  perbuatan  dan  sifat  dari  
para penjahat,  mulai  dari  lingkungan  mereka  sampai  pada  
perlakuan secara resmi  oleh lembaga-lembaga  penertib 
masyarakat dan  oleh para anggta masyarakat. 
 
Wood10 merumuskan definisi kriminologi  sebagai : 
“Ilmu pengetahuan tentang  perbuatan  jahat  dan  perilaku tercela 
yang  menyangkut  orang-orang  yang  terlibat  dalam  perilaku  
jahat  dan perbuatan tercela itu”. 
                                                     
6
  Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa. Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
2003), hlm. 9. 
7
  Topo santoso dan Eva Achjani Ulfa. Op. Cit. hlm. 11. 
8
  Ibid. hlm. 12 
9
  Ibid.  
10
  Abd, Salam. Kriminologi, (Jakarta: Restu Agung. 2007), hlm. 5. 
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Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang 
mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-sebab terjadinya 
kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi 
kejahatan. 
2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori sebagai 
berikut :11  
1) Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris). 
Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari 
seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara 
lain faktor kepribadian, intelegensi, fantasi, konflik batin, emosi 
dan motifasi seseorang; 
2) Teori Biologis. 
Teori ini mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya 
kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh 
seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah 
seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa 
kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga 
dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran 
ini adalah bahwa susunan tertentu dari pola kepribadian 
                                                     
11
   Kartini Kartono. Sinopsis Kriminologi Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1994) 
hlm. 25. 
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seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si 
pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu; 
3) Teori Sosiogenesis. 
Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari 
seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang 
dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat 
mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap 
setiap individu di tengah masyarakat, di tengah kelompoknya 
maupun terhadap dirinya sendiri. 
4) Teori Subkultur. 
Teori ini sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, 
Sutherland, Von Mayr, dan penganut Mazhab Lingkungan 
memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan 
seperti:12 
a) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya 
kejahatan; 
b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh; 
c) Lingkungan ekonomi; 
d) Lingkungan pergaulan berbeda-beda (differential 
association). 
 
Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang 
merupakan sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang 
khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang 
didiami oleh orang tersebut. 
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  Ninik Widyanti. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, (Bina Aksara. 
1987),hlm. 58. 
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Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis13, mencari 
alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan 
sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : 
1) Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan). 
Pada penganut anomie beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-
nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa 
nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dan ekonomi. Oleh 
karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan 
tersebut, seperti gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju, 
mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan saran-
sarana yang tidak sah (illegitimate means). 
2) Cultural Deviance (penyimpangan budaya). 
Cultural Deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah menentukan 
tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat. 
3) Teori Kontrol Sosial (control social theory). 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal, pengendalian tingkah laku, 
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  A.S. Alam, Op. Cit., hlm. 45. 
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manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan 
dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain 
struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. 
Menurut Abdulsyani14 menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya 
kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan 
jenis kriminalis. 
1) Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern). 
a) Sifat  khusus dalam diri individu 
Sifat khusus adalah keadaan psikologis diri individu. 
Masalah kepribadian seringkali dapat menimbulkan kelakuan 
yang menyimpang, lebih-lebih jika seorang (individu) dapat 
dikategorikan tertekan perasaanya. Orang yang tertekan 
perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan 
penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap 
pola-pola kebudayaan. 
Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan 
kejahatan yaitu : 
- Sakit jiwa : orang yang terkena sakit jiwa mempunyai 
kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini 
bisa diakibatkan oleh adanya konflik mental yang 
                                                     
14
  Abdul Syani. Sosiologi Kriminalitas. (Bandung: Remaja Jaya. 1987), hlm. 44. 
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berlebihan atau mungkin juga karena pernah melakukan 
perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, 
sehingga dia menjadi sakit jiwa. 
- Daya emosional : masalah emosional erat hubungannya 
dengan masalah sosial yang dapat mendorong 
seseorang untuk berbuat penyimpangan. Ini dapat 
mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang 
tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan 
antara emosinnya dengan kehendak masyarakat. 
- Rendahnya mental : ada hubunganya dengan daya 
intelengensia. Jika seseorang mempunyai daya 
intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka 
semakin mudah orang tersebut untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan masyarakat. 
- Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu 
sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya 
kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia 
sebagai mahluk sosial. Sebagai ukuran orang menjadi 
anomi (kebingungan) adalah di kala berhadapan dengan 
suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah 
dialaminya dan di kala berhadapan dengan situasi yang 
baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara 
yang baru pula. Pada saat orang kehilangan pegangan, 
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maka di saat itu pula akan merasakan suatu kritis, rawan 
dan mudah terpengaruh. Dengan lain perkataan, orang 
yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak 
mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak 
kejahatan. 
b)  Sifat umum dalam diri individu 
Sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan atas 
beberapa macam, yaitu: 
- Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu 
mengalami perubahan-perubahan di ddalam jasmani dan 
rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan, maka 
tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya 
ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai 
dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-
keadaan lain yang ada di sekitar individu itu pada 
maanya. 
- Seks  : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik 
laki-laki lebih kuat dari wanita, maka kemungkinan untuk 
berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan 
khusus ). 
- Kedudukan individu dalam masyarakat . 
- Pendidikan indivdu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, 
tingkah laku terutama intelegensianya. 
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- Masalah rekreasi atau hiburan individu : walaupun 
kelihatan sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan 
kejahatan , sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula 
menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat. 
2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar tubuh individu (ekstern) 
Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di 
luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai 
hubungan dengan timbulnya kriminalitas. 
a) Faktor Ekonomi 
Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan 
dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian 
di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, 
menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang 
iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan 
keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang 
sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang 
mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri 
dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya. Faktor 
ekonomi meliputi : 
- Perubahan-perubahan harga : dapat dikatakan bahwa 
keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempnyai 
hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan 
terhadap milik orang lain, atau katakanlah mengenai 
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pencurian. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi 
tetap dan sementara harga tiba-tiba melambung naik, 
maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi akan 
semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, 
seseorang akan menimbulkan perhitungan dan 
pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, 
akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan 
nilai uang, pertambahan tanggungan keluarga, dan 
sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar 
hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat 
menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluar. 
- Pengangguran : karena sempitnya lapangan kerja, 
pertambahan penduduk dan lain-lain sehingga dapat 
menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. 
Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab 
timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar 
belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. 
- Urbanisasi : banyak dilakukan oleh penduduk, terutama 
di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau 
mengubah penghidupannya agar lebih baik pada 
sebelumnya. Bayangan semacam ini tampaknya tidak 
semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata 
penduduk yang telah turut dalam arus urabanisasi, tidak 
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sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi, dan 
sebagainya yang kesemuanya itu banyak menimbulkan 
hal-hal yang negatif. 
b) Faktor Agama 
Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Akan 
tetapi, nampaknya belum cukup untuk mengetahui bahwa 
rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan orang berbuat 
jahat. 
Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua 
mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu 
senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan 
yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar 
mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka 
senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan 
berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk 
tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak 
berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka 
tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan 
menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka 
orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk 
karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah 
melakukan tindak kejahatan. 
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c) Faktor Bacaan 
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor 
bacaan yang buruk ,porno,kriminal contohnya mulai dari 
cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang 
berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat 
memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum atau kejahatan. 
d) Faktor Film (termasuk televisi) 
Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama 
dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada 
khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat 
menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang 
kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat 
langsung menganologikan dirinya pada film yang sedang 
ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar 
pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan 
bacaan. 
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan merupakan gejala yang senantiasa dihadapi oleh setiap 
lapisan masyarakat yang sangat meresahkan karena menganggu 
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, upaya 
penanggulangan kejahatan tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah 
maupun masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh untuk dapat 
mengatasi masalah tersebut. 
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Upaya Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian 
pokok yaitu:15 
a. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nila/norma-norma yang baik sehingga  
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, 
dalam usaha pre-emtif faktor ini menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : 
niat + kesempatan terjadi kejahatan. 
b. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup. 
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  A.S. Alam, Op. Cit., hlm. 79. 
20 
c. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser16 memberikan segala 
tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang 
segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil 
ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui 
pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada 
orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada 
masyarakat umum. 
Penanggulanagan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijkan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.17 
Peran pemerintah yang begitu luas maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi. Ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di 
antara golongan besar penduduk, bahwa upaya penghapusan sebab dari 
kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan 
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  Muhammad Kamal Darmawan. Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1994), hlm. 4. 
17
  Sudarto. Kepita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni. 1981), hlm. 114. 
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kejahatan yang mendasar.18 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan. Kejahatan menjadi hal yang sangat 
diharapkan. 
4. Pokok Bahasan Kriminologi 
Menurut A.S. Alam19 mengemukakan bahwa ruang lingkup 
pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
law); 
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan; 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
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  Barda Namawi Arief. Masalah Penegakan Hukum  dan Kebijakan Penegakan 
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana. 2007), hlm. 4. 
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  A.S. Alam, Op. Cit., hlm. 2. 
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Sedangkan Menurut Sutherland20, kriminologi terdiri dari tiga bagian 
utama, yaitu : 
a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari 
sebab-sebab kejahatan; 
b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya; 
c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi  yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
 
B. Tindak Pidana Penganiyaan 
1. Dasar hukum 
Istilah penganiayaan berasal dari akar kata „aniaya‟ yang berarti 
penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum 
diuraikan dalam rancangan “wetboek van strafrecht” Belanda yang mana 
mula-mula dipergunakan istilah “lichamelijk leed” , tanpa diberi definisi 
atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim 
nanti. Dalam bahasa Indonesia “mishandeling”  ini diterjemahkan menjadi 
“penganiayaan”.21 
Menurut M. H. Tirtaamidjaja bahwa :22 
”menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau 
luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap 
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  I.S. Susanto, Op. Cit., hlm. 10. 
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  Projodkoro,Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana Indonesi. (Bandung: Sumur 
Bandung. 1986), hlm. 51. 
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 Marpaung Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 
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sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk 
menambah kesehatan badan”. 
 
Menurut Chazawi Adami23, yang menyatakan bahwa : 
“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 
orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si 
pelaku”. 
 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut 
penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan 
tersebut. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam KUHP pada Bab XX 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.  
2. Jenis-jenis penganiayaan 
Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan dibedakan atas 6 
macam, yaitu sebagai berikut : 
a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP); 
b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP); 
c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 
353 KUHP) 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP); 
e. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 
355 KUHP); 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas (Pasal 
356 KUHP). 
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a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2 (dua) 
perbuatan yang dilarang, yaitu : 
1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa 
sakit),luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari Pasal 351 
KUHP); 
2. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap 
perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain 
(ayat 4 Pasal 351 KUHP). 
Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang 
tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang 
dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap 
mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian tidak dapat lagi 
menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, 
menggunakan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.24 
Setiap  perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (ayat 
2.3 Pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak 
dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan penganiayaan 
biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan biasa 
melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 
354 KUHP). 
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 Projodkoro Wirjono., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Sumur 
Bandung.1986), hlm. 53. 
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b. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Penganiayaan berat adalah apabila seseorang dengan sengaja 
menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. 
Perbedaan Pasal 354 KUHP dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 
dalam Pasal 354 KUHP, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan 
sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, perbuatan penganiayaan 
dilakukan dengan tidak sengaja. 
Jenis penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 358 KUHP yaitu 
kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan 
perkelahian. Unsur-unsur Pasal 358 KUHP antara lain : 
1. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang; 
2. Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat 
luka berat atau kematian orang lain; 
3. apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 
KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya 
tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang 
merumuskan perbuatannya tersebut. 
c. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP, Penganiayaan Ringan adalah 
“penganiayaan yang tidak berakibat suatau penyakit atau halangan untuk 
menjalankan jabatan atau pekerjaan.” Pasal 352 ayat (2) KUHP 
menentukan bahwa : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum 
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hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus ribu rupiah, apabila tidak 
termasuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP dan tidak 
menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 
pekerjaan. 
Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil 
kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan: 
1. Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu. 
2. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau 
istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1) 
3. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang 
melakukan kewajiban atau berhubung dengan tugasnya 
yang dilakukan secara sah. 
4. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang 
membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3). 
5. Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya 
ataupun halangan untuk melakukan jabatanya atau mencari 
mata pencaharian. 
d. Penganiayaan Berencana (voorbedachte reads) 
Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat 
dengan penganiayaan berencana, adalah penganiayaan yang pidananya 
dari bentuk kejahatan terhadap tubuh, manusia, diatur dalam Pasal 353 
KUHP yang rumusannya adalah: 
1. Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 
dihukum penjara selama-lamanya empat tahun; 
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2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun; 
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 
Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur : 
1. Unsur Subjektif 
- Dengan Sengaja; 
- Dan dengan rencana terlebih dahulu. 
2. Unsur Obyektif 
- Perbuatan rasa sakit pada tubuh; 
- Obyeknya: luka pada tubuh. 
Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya 
mengandung tiga syarat/unsur yaitu: 
1. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;  
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak; 
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat 
memutuskan kehendak untuk menganiaya itu dilakukan dalam suasana 
(batin) yang tenang. tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam 
keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah 
sebelum memutuskan kehendak untuk menganiaya itu, telah dipikirnya 
atau dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan 
pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam 
suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu 
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memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam  itulah akhirnya 
memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak 
diwujudkannya waktu itu. 
Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak diputuskannya 
kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang 
cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu 
tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret 
yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak 
mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena terges-gesa, 
waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan 
antara pengambilan putusan kehendak untuk menganiaya dengan 
pelaksanaan penganiayaan. 
Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu ada 
kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya 
penganiayaan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di 
atas, dapat disimak dalam suatu arrest HR (22-3-1909)25 yang 
menyatakan bahwa : 
“Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka 
adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang 
dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. 
Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat 
perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan 
untuk berpikir” 
 
Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan penganiayaan 
itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini 
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  Soerodibroto Soenarto. KUHP dan KUHAP  Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Dan Hoge Raad. (Jakarta: Raja Grafindo. 1994), hlm. 207. 
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diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana 
hati dalam saat melaksanakan penganiayaan itu tidak dalam suasana 
tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan 
sebagainya. 
Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang 
diterangkan di atas, bersifat komulatif dan saling berhubungan, suatu 
kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisa/terputus maks 
sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. 
e. Penganiayaan Berat Berencana 
Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP. 
Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan 
penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi 
secara serentak atau bersama, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur 
penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Pasal 355 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut : 
1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih 
dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun; 
2. Jika perbuatan ini menimbulkan kematian, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas 
Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas dalam Pasal 
356 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
yang sah, istrinya atau anaknya; 
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika 
atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 
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3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di 
minum. 
 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP 
dapat ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari 
bentuk khusus penganiayaan tersebut terletak pada dua hal : 
1. Pada kualitas pribadi korban sebagai : ibu,bapak yang sah, 
istri,anak, dan pegawai negeri ketika atau menjalankan 
tugasnya yang sah; 
2. Pada cara melakukan penganiayaan memberikan bahan untuk 
dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan. 
Unsur-unsur penganiayaan jenis ini adalah : 
- Perbuatan : melawan 
- Caranya : dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan 
- Obyeknya : pejabat atau pegawai negeri, orang yang karena 
kewajiban undang-undang membantu pejabat itu. 
 
C. Tinjauan Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana 
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga 
pemasyarakatan. 
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Narapidana adalah  orang-orang sedang menjalani sanksi 
kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. 
Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang 
hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak 
pidana.26 
Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang 
melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah 
divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang 
disebut penjara. 
Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat 
perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluaganya. Sebab itu ia 
memerlukan perhatian yang cukup dari petugas. Lembaga 
Pemasyarakatan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.  
Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan 
dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam 
merealisasi perubahan diri sendiri. 
2. Pembinaan Rutan & Lembaga Pemasyarakatan 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab I Ketentuan 
Umum pada Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa pembinaan adalah 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani 
dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang 
Syarat-Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan 
Tanggung Jawab Tahanan ditentukan pula: 
Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari 
tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di 
pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam Pasal 5 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 
berdasarkan atas asa : 
a. Pengayoman. 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan. 
c. Pendidikan dan pembimbingan. 
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia. 
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. 
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
Berdasarkan uraian tersebut, menyatakan prinsip pelaksanaan 
pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :27 
a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari 
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
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 Sueb Mochamad, dkk. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem 
Pemasyarakatan. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Assi Manusia Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan. 2008), hlm. 138. 
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pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam 
masyarakat. 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian 
perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan 
pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang. 
c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan 
bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain 
penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan 
kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa 
sebagai orang yang tersesat warga binaan  pemasyarakatan 
harus tetap diperlakukan sabagai manusia. 
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya  penderitaan 
adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)  untuk jangka waktu 
tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk 
memperbaikinya. Selama di LAPAS warga binaan 
pemasyarakatan  tetap memperoleh hak-haknya yang lain 
seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya 
tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan 
kesehatan,makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, 
keterampilan, olahraga, atau rekreasi. 
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan 
pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap 
didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS 
dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan 
berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti 
mengunjungi keluarga. 
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BAB III     
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, khususnya di 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B  Makale sebagai unit pelaksana teknis  
pemasyarakatan yang dibawah naungan kantor wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada instansi tersebut Penulis dapat 
memperoleh data yang akurat karena disamping memiliki kompetensi 
terkait objek penelitian, juga merupakan tempat tahanan/narapidana 
ditahan. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui 
kegiatan wawancara dengan pihak terkait, seperti petugas Rutan, 
narapidana dan pihak terkait lainnya. 
2. Data Sekunder adalah  data yang diperoleh dari kajian atau 
penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, dan laporan-
laporan yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.  
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C. Teknis Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1. Pengamatan (Observasi) 
 Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan terhadap 
obyek yang diteliti dalam tinjauan kriminologis terhadap tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan sesama narapidana di rumah 
tahanan kelas II B Kabupaten Tana Toraja. 
2. Wawancara 
 Wawancara yang dilakukan yaitu dengan Tanya jawab kepada 
responden yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan 
yang di lakukan sesama narapidana. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 
Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang 
jelas dan terarah dari hasil penelitiannya nanti. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gabaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
kuantitatif dan selanjutx data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Makale 
 Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Makale adalah salah 
satu unit pelaksana teknis bidang penahanan untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan yang 
bertanggung jawab kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI 
Sulawesi Selatan. 
 Sejak dibangun, Rutan Klas II B Makale hanya difungsikan sebagai 
tempat penahanan  para tahanan . Namun sejak adanya Keputusan 
Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06, tentang pengalihan fungsi Rutan 
dan Lembaga Pemasyarakatan yaitu Rutan dapat beralih fungsi sebagai 
Lapas dan begitupun sebaliknya, maka Rutan di Makale bisa difungsikan 
juga tempat penahanan Narapidana.  
 Rutan Klas II B Makale terletak di kota Makale yang berada di 
wilayah Kecamatan Makale tepatnya di Jln. Ampera Nomor 6 Makale. 
Rutan Klas II B Makale yang dibangun di atas tanah seluas 1.720 meter 
persegi yang didesain sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan 
segi keamanan dan pembinaan. Dari segi kapasitas Rutan Klas IIB Makale 
hanya dapat menampung 47 narapidana/tahanan yang dibagi kedalam 12 
kamar. Jumlah penghuni Rutan Klas II B Makale sampai dengan tahun ini 
sudah sangat melampaui batas dari kapasitas Rutan Makale.  Pada saat 
ini Rutan Klas II B Makale dihuni 102 tahanan dan narapidana, yang terdiri 
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dari 63 tahanan dan 39 narapidana.  Secara geografis RUTAN Klas II B 
Makale mempunyai batas-batas sebagai berikut : 
o Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman penduduk. 
o Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Dinas Perikanan dan 
Peternakan. 
o Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 
o Sebelah Barat berbatasan dengan Koperasi Simpan Pinjam Balo‟ta  
 Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Makale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Rutan Klas II B 
Makale 
Ka. PDID 
Ka.Kesatuan 
Pengamanan 
\ 
Ka.Pelayanan 
Tahanan 
Kasi Pengelolaan 
Kasubi Adm/ Perawatan 
Petugas 
Pengamanan 
Kasubsi Bantuan Hukum 
dan Penyuluhan 
 
Kasubsi 
Umum 
Kasub.Keu
angan/ 
Perlengka
pan 
Kasubsi Bimbingan Kegiatan 
Kerja 
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Pada kesempatan penulisan ini Penulis hanya akan membahas 
tugas pokok dan fungsi unit kerja kesatuan pengamanan dan kasubsi 
bantuan hukum dan penyuluhan selaku unit yang relevan dalam penulisan 
skripsi ini. 
1. Kesatuan Pengamanan RUTAN 
Kesatuan pengamanan Rutan adalah petugas di rumah tahanan 
yang mempunyai fungsi untuk menjaga dan mengawasi keamanan di 
Rutan. Proses dan kegiatan pengamanan/penjagaan di RUTAN Klas II 
Makale dimulai dari penjagaan di pintu portir, pos utama, pos atas dan 
pos-pos tiap blok. Sistem pengamanan dan penjagaan dialakukan oleh 
petugas pengamanan RUTAN yang terdiri dari regu-regu pengamanan 
yang dipimpin langsung oleh kepala regu pengamanan dibawah tanggung 
jawab langsung Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR). Regu-
regu pengamanan tersebut bertugas mengamankan Rutan dari pagi, 
siang, dan malam. Dengan ketentuan jadwal piket sebagai berikut : 
- Piket pagi dimulai pukul 06.00 sampai 13.00. 
- Piket siang dimulai pukul 13.00 sampai 18.00. 
- Piket malam dimulai pukul 18.00 sampai 06.00. 
Jumlah personil petugas pengamanan tiap regunya sebanyak 3 
orang  termasuk didalamnya petugas pengamanan untuk blok wanita. 
Tiap regu tersebut dalam sehari melakukan pergantian penjagaan 
sebanyak 3 kali. 
Dalam sistem penjagaan di Rutan Klas II B Makale juga 
menetapkan sistem perwalian bagi tiap blok yang disebut pembina blok, 
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artinya bahwa tiap blok mempunyai pembina bloknya. Pembina blok ini 
dipilih dan ditentukan oleh Ka.KPR. Adapun tugas utama Pembina blok ini 
yaitu bertanggung jawab penuh terhadap tahanan dari blok yang 
dibinanya. 
Dalam hal penempatan warga binaan dan pemindahan antar blok 
dilakukan berdasarkan jenis kelamin, usia , pelanggaran, dan berdasarkan 
perintah atau petunjuk kepala Rutan atas berbagai pertimbangan.   
Pengawalan dilakukan oleh petugas Rutan apabila kondisi 
kesehatan warga binaan dalam keadaan kritis dan memerlukan perawatan 
segera dibawa ke rumah sakit. Pengawalan juga dilakukan terhadap 
pengeluaran warga binaan yang diminta oleh petugas kepolisian 
berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara 
yuridis. 
2. Bantuan Hukum dan Penyuluhan 
Rumah Tahanan klas II B Makale mempunyai beberapa fasilitas 
antara lain adalah sebuah ruangan khusus yang digunakan sebagai 
tempat untuk memberikan pelayanan dan bimbingan hukum bagi para 
tahanan maupun narapidana. Program bantuan hukum meliputi pelayanan 
dan bimbingan hukum kepada warga binaan. Hal ini dimaksudkan agar 
tercapai kesadaran hukum sehingga dapat memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan perbuatan pidana     yang menimpanya. Tujuan lainnya 
yaitu membentuk sikap perilaku tahanan menjadi manusia mandiri 
seutuhnya yang bertanggung jawab.  
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Pemberian bantuan hukum merupakan hak seorang warga binaan. 
Jika ada  warga binaan yang menginginkan untuk   mendapatkan bantuan 
seorang penasehat hukum maka para warga binaan bisa menghubungi 
pihak Rutan melalui Sub.Seksi Pelayanan Tahanan untuk mendapatkan 
bantuan hukum tersebut. Pihak Rutan melalui   Sub.Seksi Pelayanan 
Tahanan juga berupaya untuk memberikan bantuan penyuluhan Hukum 
terhadap warga binaan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu 
ataupun tidak mengerti mengenai Hukum. Dengan demikian diharapkan  
melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat membantu warga 
binaan dalam pembelaan pada      saat menjalani proses persidangan dan 
yang terutama memberikan kesadaran hukum. 
Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak RUTAN  
Klass II B Makale untuk membantu memperlancar proses kegiatan 
pemberian bantuan Hukum seperti penasehat hukum dan penyuluhan 
adalah tempat khusus berupa sebuah ruangan untuk bertemunya warga 
binaan dengan penasehat hukum untuk konsultasi, dan sebuah aula 
sebagai tempat bagi petugas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan 
tentang hukum. 
Materi penyuluhan yang dberikan kepada warga binaan berupa 
kesadaran hukum, pengetahuan tentang hukum, serta pengarahan 
kepada warga binaan yang menginginkan untuk mendapatkan bantuan 
seseorang penasehat hukum pada saat proses persidangan untuk 
pembelaannya agar dapat mendapatkan keadialan yang seadil-adilnya. 
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B. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana 
Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Narapidana Rumah 
Tahanan Negara Klas II B Makale. 
 Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum 
dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu 
kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah 
penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana. Penyebab terjadinya 
kejahatan itu agar dapat diambil tindakan untuk mencegah dan 
memberantasnya. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan 
Bapak F.K Sarapang selaku Ketua PDID ( Pengelolah Data Informasi dan 
Dokumentasi) Rumah Tahanan Klas II B Makale di Rumah Tahanan Klas 
II B Makale, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 bahwa pelanggaran 
hukum terhadap narapidana dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan 
oleh sesama narapidana memang masih sering terjadi di dalam Rutan. 
Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dalam bentuk tindak kekerasan 
langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun 
psikis terhadap sesama narapidana. 
 F.K.Sarapang lebih lanjut mengemukakan bahwa setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam Rutan 
yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel 
pengasingan. Ketika terjadi tindak pidana penganiyaan petugas akan 
melakukan tindakan peleraian dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya 
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perkelahian. Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah 
mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. 
Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas Rutan 
akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah 
berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel penahanan 
yang berada jauh dari sel lainnya. Selain itu tahanan juga tidak diberi 
kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak 
ditentukan, tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. 
 Menurut F.K. Sarapang, beberapa faktor yang mempengaruhi  
tahanan sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama 
tahanan adalah : 
1. Kapasitas kamar yang tidak memadai. 
Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang geraknya yang dibatasi 
menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil. Jumlah tahanan 
dan narapidana di rutan Makale yang mencapai 102 jelas sudah sangat 
melampaui kapasitas rutan yang hanya bisa menampung 47 orang. Ini 
adalah faktor utama yang menyebabkan  tahanan melakukan tindak 
pidana penganiayaan dalam tahanan. 
2. Masalah individu 
Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun 
umum, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan tidak 
dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh tahanan 
lainnya. 
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Setiap pelaku pelanggaran dalam Rumah Tahanan Klas II B 
Makale akan didata pada sebuah buku yaitu buku register F. Buku ini 
berisi identitas Narapidana yang melakukan pelanggaran beserta 
pelanggaran yang dilakukan. Pada buku tersebut penulis memperoleh 
data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Makale yang dilakukan oleh narapidana,  yaitu : 
Tabel 1 : Data Tindak Penganiayaan pada Rumah Tahanan Negara 
Klas II B Makale Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 
 
NO. TAHUN 
JUMLAH TINDAK 
PENGANIAYAAN 
KETERANGAN 
1. 2007 5 1 korban menyebabkan luka 
berat dan 4 luka ringan.  
2. 2008 3 Semua korban luka ringan 
3. 2009 3 Semua korban luka ringan 
4. 2010 2 Semua korban luka ringan. 
Sumber data sekunder : Rutan Klas II B kota Makale, 2013 
 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
penganiayaan yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain 
itu jenis tindak penganiayaan yang terjadi juga menurun, dari yang tadinya 
terjadi penganiayaan menyebabkan luka berat dapat di kontrol, sehingga 
tingkat penganiayaan tidak lagi berakibat fatal, bahkan sejak tahun 2011 
sampai 2013 (Juni) tindak pidana penganiayaan tidak lagi terjadi di Rutan 
klas II B Makale. 
Penulis juga memperoleh beberapa contoh kasus Narapidana 
dalam buku register F yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam 
Rutan Makale. Berikut ini beberapa contoh kasus Narapidana yang 
pernah melakukan penganiayaan terhadap Narapidana lainnya:.  
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1. Marten. 
Marten merupakan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas 
II B Makale yang ditahan karena  kasus pencurian ternak. Marten 
melakukan penganiayaan terhadap  narapidana lainnya  karena merasa 
tersinggung akibat disenggol oleh Narapidana lainnya yaitu Ronal. Ronal 
merupakan teman sekamar Marten di Rutan Makale. Marten disenggol 
oleh Ronal ketika Ronal memasuki kamar. Setelah disenggol Marten 
berharap bahwa yang bersangkutan akan meminta maaf kepadanya, akan 
tetapi Ronal justru merasa tidak  bersalah dan balik menyalahkan Marten. 
Sesaat setelah kejadian itu, Marten kemudian memukul dan melakukan 
penganiayaan terhadap Ronal yang megakibatkan Ronal mengalami luka 
memar pada wajahnya. Beruntung Narapidana lainnya yang berada di 
tempat kejadian bisa mengahalangi Marten untuk menghentikan 
perbuatannya.  Akibat perbuatan Marten , Petugas Rutan kemudian 
menjebloskannya kedalam sel pengasingan. 
2. Theo. 
Theo merupakan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas 
IIB Makale yang ditahan akibat kasus pemukulan/pengeroyokan. Theo 
melakukan penganiayaan terhadap narapidana lainnya yaitu Ardy.  Theo  
merasa jengkel setelah jatah makanannya tanpa sengaja ditumpahkan 
oleh Ardy. Spontan Ardy yang merupakan tahanan baru langsung 
meminta maaf, namun Theo yang sudah terlanjur emosi langsung saja 
melakukan pemukulan.  Beruntung Petugas Rutan berada di tempat 
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kejadian sehingga dengan cepat menghentikan perbuatan Theo sehingga 
Ardy hanya mengalami luka ringan pada wajahnya. Theo akhirnya 
dijebloskan kedalam sel pengasingan selama satu malam. 
Berdasarkan data diatas, Penulis menyimpulkan bahwa 
pelanggaran yang dilakukan oleh Marten dan Theo dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan pasal 352 
KUHP, dimana akibat penganiayaan tersebut korban tidak mengalami 
suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. 
Pada kesempatan yang sama Penulis juga memperoleh data dari 
buku register F, dimana pada tahun 2007  terjadi tindak pidana 
penganiayaan  yang dilakukan secara bersama oleh beberapa 
Narapidana yang mengakibatkan korbannya mengalami  luka berat. 
Dalam buku Register F, Penulis tidak menemukan identitas Narapidana 
yang melakukan penganiayaan, akan tetapi dalam buku tersebut  
dituliskan bahwa pelaku penganiayaan adalah para narapidana  yang 
berada di  kamar enam. Menurut Petugas Rutan Makale, para pelaku 
langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. 
Berdasarkan data yang diperoleh Penulis diatas, penulis 
menemukan satu faktor lagi, yang ternyata juga dapat mengakibatkan 
terjadinya perkelahian dalam Rutan. Faktor tersebut adalah tidak 
harmonisnya hubungan sosial antar sesama tahanan. Hal ini akan 
menjadikan kondisi Rumah Tahanan tidak nyaman bagi tahanan yang 
baru masuk di Rutan.  
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 Berdasarkan penelitian Penulis pada kondisi Rumah Tahanan Klas 
II B kota Makale, Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya 
pengniayaan dalam Rumah Tahanan Klas II B Makale adalah : 
1. Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan 
terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak 
stabilnya emosi para tahanan. 
2. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi 
beban pemikiran tahanan, sehingga selalu dibayangi dengan rasa 
jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. 
 
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan untuk 
Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang 
Dilakukan oleh Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara 
Klas II B Makale. 
 Setelah Penulis mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
teradinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana 
di Rumah Tahanan Klas II B kota Makale, pada hari Jumat tanggal 21 juni 
2013, Penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau 
hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan 
pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk 
menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 
oleh tahanan di Rumah Tahanan Klas II B Makale. 
 Adapun hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Rutan 
kepada tahanan yang melakukan pelanggaran : 
47 
- Memberikan peringatan atau teguran bagi Narapidana apabila 
pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan 
- Menjebloskan kedalam sel pengasingan bagi setiap Narapidana 
yang pelanggarannya dianggap pelanggaran berat. 
- Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada 
setiap Narapidana yang telah berulang kali melakukan 
pelanggaran. 
Penerapan sanksi diatas diharapkan bisa memberikan efek jerah 
kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Hal ini  
terbukti dengan semakin berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi di 
Rumah Tahanan Klas II B Makale, termasuk tindak pidana penganiayaan 
yang terjadi di dalam Rutan Makale.  
 Hasil wawancara Penulis dengan K.S Paonganan selaku Kepala 
Kesatuan Pengamanan di Rumah Tahanan Klas II B Makale mengenai 
upaya petugas Rutan menunjukkan bahwa dalam menyatakan dalam 
melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, 
penempatan Tahanan/ Narapidana) petugas keamanan melakukan : 
a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan 
pengeluaran narapidana dan tahanan. 
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan 
dan ketertiban. 
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d. Melaksanakan kegiatan yang dianggap bisa mempererat 
hubungan antar sesama narapidana dan tahanan. 
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan 
keamanan. 
Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, 
kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. 
Pengawasan ini dilakukan 9 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi 
dalam 3 (tiga) shif. Selang waktu dari shif pertama ke shif kedua adalah 
sekitar 5 sampai dengan 6 jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 
siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shif malam, 
dimulai dari jam 6 malam sampai jam 7 pagi. Piket umum bertugas 
menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan 
ketertiban dalam Rumah Tahanan, sementara piket klinik, bertugas 
menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah petugas  Kesatuan 
Pengamanan adalah 24 orang. 
 Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis 
beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak 
penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan. Hanya saja para sipir 
diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak terjadi 
tindakan penganiayaan yang lolos dari pengawasan. Apalagi dalam 
perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tentunya sipir 
dalam hal ini harus ikut bertangung jawab. Karena kelalaiannya, warga 
binaan dapat bertindak brutal dan terlambat memberikan pertolongan 
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kepada tahanan yang mengalami luka berat. 
Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan 
diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak 
dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas Rutan 
akan menyerahkan  kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang  
melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan   pada sel 
tahanan lain.  Hal ini dimaksudkan agar tidak  terulangi kejadian yang 
sama, dikarenakan masih adanya dendam  diantara  tahanan yang  
melakukan  perkelahian. 
Pada saat ini Rutan Klas II B Makale dihuni 102 tahanan. Jumlah ini 
sudah melampaui batas kapasitas dari Rutan Klas IIB Makale.  
Terbatasnya ruang gerak warga binaan merupakan dampak dari 
kelebihan kapasitas di Rutan. Hal ini jelas akan mempengaruhi 
kenyamanan warga binaan yang bisa mengakibatkan kondisi psikologis 
mereka terganggu. Untuk itu Penulis menyarankan Petugas di Rutan Klas 
II B Makale  untuk menambah jumlah kamar tahanan. Akibat banyaknya 
penghuni Rutan saat ini, penulis juga menyarankan pengawasan yang 
dilakukan oleh kesatuan pengamanan Rutan yang hanya dibagi dalam 3 
shift dapa ditambah menjadi 4 shift. Penambahan 1 shift ini dimaksudkan 
agar pada pukul 6 malam sampai pukul 7 pagi dapat dibagi 2 shift menjadi 
pukul 6 malam sampai pukul 12 malam dan pukul 12 malam sampai pukul 
7 pagi. Selain itu diharapkan agar jumlah petugas tiap shiftnya ditambah 
dari 3 menjadi 4 petugas. Penulis beranggapan bahwa hal ini bisa 
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membuat pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan dapat 
dilakukan lebih efektif dan meminimalisir terjadinya tindak pidana 
penganiayaan. 
Masalah individu yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban 
pikiran warga binaan, yang selalu  dibayangi  dengan rasa jengkel, jenuh 
dan pembawaan yang terus emosi, merupakan salah satu faktor yang      
bisa mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana       
penganiayaan. Penulis menyarankan Petugas Rutan Klas II B Makale    
untuk bisa melakukan kegiatan    seperti bimbingan konseling kepada 
tahanan, terutama kepada tahanan  yang mengalami depresi  akibat 
masalah-masalah yang dihadapinya. 
 Tidak  adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antara 
sesama tahanan bisa menyebabkan terjadinya tindak pidanan 
penganiayaan antar sesama tahanan. Penulis menyarankan agar Petugas 
rutan melakukan kegiatan perkenalan antar sesama tahanan, termasuk 
perkenalan antara tahanan lama dengan tahanan baru. Salah satu    
kegiatan  yang  bisa dilaksanakan adalah membuat jadwal khusus bagi 
warga binaan untuk melaksanakan kegitan olahraga setiap hari. Dengan 
adanya kegiatan rutinitas  antara warga binaan tersebut diharapkan  
kegiatan ini bisa mengakrabkan antar sesama tahanan sehingga bisa 
menciptakan hubungan yang harmonis antara warga binaan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada 
Bab IV di atas, penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan 
tindak pidana penganiayaan pada Rumah Tahanan Klas II B 
Makale adalah : 
a. Kapasitas kamar Tahanan yang tidak memadai yang 
menyebkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga 
berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan. 
b. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi 
beban pikiran tahanan sehingga selalu dibayangi dengan rasa 
jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi. 
c. Tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antar 
sesama warga binaan. 
2. Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh 
tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Makale, kesatuan 
pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan 
tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam. 
Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas 
menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan 
ketertiban dalam Rumah Tahanan. 
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B. Saran 
 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan : 
1. Petugas Rumah Tahanan Negara Klas II kota Makale diharapkan : 
a. Menambah jumlah kamar tahanan, sehingga dalam 1 (satu) 
kamar tahanan tidak terjadi kelebihan kapasitas, yang dapat 
membuat tahanan tidak nyaman. 
b. Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan, terutama 
kepada tahanan yang mengalami depresi akibat masalah-
masalah yang sementara dihadapinya. 
c. Melakukan kegiatan perkenalan terhadap tahanan baru dengan 
tahanan yang lama agar dalam melakukan kegiatan dalam 
Rumah Tahanan mereka dapat menjalin hubungan yang 
harmonis. 
2. Diharapkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan  
pengamanan yang dibagi dalam 3 shift dapat tambah menjadi 4 
shift. Penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada jam 6  malam 
sampai dengan jam 7 pagi dapat dibagi menjadi jam 6 malam 
sampai dengan jam 12 malam dan jam 12 malam sampai jam 7 
pagi. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap tahanan dapat 
dilakukan lebih efektif. Selain itu diharapkan agar jumlah petugas 
tiap shiftnya ditambah dari 3 menjadi 4 petugas. 
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